
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAI-IUN 2021 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA DINAS KETAI-IANAN PANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAI-IMAT TUI-IAN YANG MAI-IA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah 
dibentuk Dinas Ketahanan Pang an Provinsi Kalimantan 
Barat; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa kedudukan, 
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 
perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/ 
0T.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas 
dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan 
Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 
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10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINS! 
KALIMANTAN BARAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di 
bidang pangan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 
Barat. 

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan 
Provinsi Kalimantan Barat. 
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9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produksi 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman. 

1 7. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, 
dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 
berkelanjutan. 

18. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, 
mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, 
dan/atau mengubah bentuk Pangan. 

19. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil 
produksi dalam negeri dan Cadangan pangan Nasional serta impor apabila 
kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 

20. Distribusi pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk 
menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi 
kebutuhan Pangan masyarakat. 

21. Konsumsi pangan adalah banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal 
maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. 
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22. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan 
konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada 
potensi sumber daya lokal. 

23. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
lain yang dapat menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 

24. Sumber daya pangan adalah segala sesuatu baik yang bersumber da:ri alam 
maupun hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pangan dan telah dikonsumsi dan/atau digunakan dalam acara adat 
istiadat/keagamaan oleh masyarakat setempat. 

25. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang 
diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat 
dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses 
Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan 
kerja sama internasional. 

26. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau 
ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi 
kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III 
TU GAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Togas dan Fungsi 

Pasal 3 

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daera:h da:n tugas pembantuan di 
bidang ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pa:sal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan program kerja di bidang ketahanan pangan; 
b. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, 

distribusi dan ca:dangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; 
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, 

distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; 
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d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketersediaan dan sumber 
daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan 
keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang ketersediaan dan sumber 
daya pangan, distribusi dan cadangan panga.n, serta. konsumsi dan 
keamanan pangan; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pela.pora.n di bidang ketersediaa.n dan sumber 
daya pangan, distribusi dan cadangan panga.n, serta. konsumsi da.n 
keamanan pangan; 

g. pela.ksana.an reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; 

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan 
i. pela.ksanaan fungsi lain dan tugas pemba.ntua.n yang diberikan oleh 

Gubernur di bida.ng ketahanan pangan sesuai ketentuan pera.turan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

( 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Ketersediaa.n dan Sumber Daya Pangan; 
d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; 
e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; da.n 
f. Unit Pelaksana Teknis; 

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Ketiga 
Kepala Dinas 

Pasal 6 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
mempunya.i tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, 
menga.rahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 
dinas di bidang ketersedia.an dan sumber daya pangan, distribusi dan 
ca.da.ngan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 7 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala 
Dinas mempunyai fungsi : 

a. penetapan program kerja di bidang ketahanan pangan; 
b. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, 

distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; 
c. penyelenggaraan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya 

pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan 
pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber 
daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan 
keamanan pangan; 

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber 
daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan 
keamanan pangan; 

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan 
publik di lingkungan Dinas; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan 
di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan 
pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan 
perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, 
distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan 
pangan; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang ketahanan 
pangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

Pasal 8 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin 
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 9 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di 
bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan 
evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggungjawab 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di 
lingkungan Dinas. 
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Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, 

keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur; 
c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, keuangan 

dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur di lingkungan 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, keuangan dan aset, 
monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur; 

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, 
pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan 
aparatur di lingkungan Dinas; 

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan 
Dinas; 

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 
sekretariat; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh 
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi : 
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan 
b. · Sub Bagian Umum dan Aparatur. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan 
kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, 
monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
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Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub 
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: 
a penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 

penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan 
evaluasi di lingkungan Dinas; 

c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan 
aset, serta monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di lingkungan Sekretariat; 

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi 
di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring 
dan evaluasi; 

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub 
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, 
serta monitoring dan evaluasi; 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, 
keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan 
dan aset, serta monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris. 

Pasal 14 

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(l) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di 
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

Untuk melaksanaken tugas sebagaimane dimaksud dalam Pasal 14, Sub 
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 

umum dan aparatur di lingkungan dinas; 
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

di lingkungan sekretruiat; 
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang 

umum dan aparatur; 
e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
0 
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f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub 
Bagian Umum dan Aparatur; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan 
oleh sekretaris. 

Bagian Kelima 
Bidang Ketersediaan da.n Sumber Daya Pangan 

Pasa.l 16 

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan seba.gaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 aya.t (I) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepa.la. Bidang yang bera.da. di 
ba.wa.h dan bertanggungjawab kepa.da Kepala Dinas. 

Pasal 17 

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan dan merumuskan kebija.kan teknis di bida.ng ketersediaan dan 
kerawanan pangan, sumber daya pangan, serta. bertanggungjawa.b memimpin 
seluruh kegia.tan pelayanan dan administrasi di bidang ketersediaan dan 
sumber daya pangan. 

Pasa.l 18 

Untuk melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud dala.m Pasal 17, Bidang 
Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya 

Pangan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan 

dan kerawanan panga.n, serta sumber daya. pa.nga.n; 
c. penyelenggaraan urusan pemerinta.han di bidang ketersedia.an dan 

kerawanan pangan, serta sumber daya pangan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi 
infrastruktur pangan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan. 

e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 
di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta sumber daya pangan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
ketersediaan dan kerawanan pangan, serta sumber daya pangan; 

g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta sumber daya pangan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta 
sumber daya pangan; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan. pangan, 
serta sumber daya pangan; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
ketersediaan dan sumber daya pangan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 19 

(1) Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, membawahi: 
a. Seksi Ketersediaan. dan Kerawanan Pangan; dan 
b. Seksi Sumber Daya Pangan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan. 

Pasal 20 

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan 
perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan 
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 21 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi 
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis 

di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; 
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketersediaan dan kerawanan 

pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketersediaan dan 

kerawanan pangan; 
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 

dengan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; 
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan 
pangan;dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan 
yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Pasal 22 

Seksi Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan 
kebijakan teknis di bidang sumber daya pangan serta mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 23 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi 
Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Sumber Daya Pangan; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis 

di bidang sumber daya pangan; 
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya pangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pemantapan infrastruktur 

pangan di bidang sumber daya pangan. 
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sumber daya pangan; 
f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

sumber daya pangan; 
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 

dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya pangan; 
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya pangan; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya pangan yang diserahkan 

oleh Kepala Bidang. 

Bagian Keenam 
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

Pasal 24 

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 25 

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi dan harga pangan, 
cadangan pangan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan 
pelayanan dan administrasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. 

Pasal 26 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang 
Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kerja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi dan 

harga pangan, serta cadangan pangan; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang distribusi dan harga 

pangan, serta cadangan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di 
bidang distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan; 

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga pangan, serta cadangan 
pangan; 

h. pernberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga pangan, serta 
cadangan pangan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
distribusi dan cadangan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 27 

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, rnernbawahi : 
a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan 
b. Seksi Cadangan Pangan. 

(2) Seksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Distribusi dan Cadangan Pangan. 
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Pasal 28 

Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan 
teknis di bidang distribusi dan harga pangan serta rnengendalikan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 29 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi 
Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi dan Harga Pangan; 
b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis 

di bidang distribusi dan harga pangan; 
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang distribusi dan harga pangan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang distribusi dan harga 

pangan; 
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

di bidang distribusi dan harga pangan; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 

dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga pangan; 
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga pangan; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang distribusi dan harga pangan yang 

diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Pasal 30 

Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis 
di bidang cadangan pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 31 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi 
Cadangan Pangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Cadangan Pangan; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis 

di bidang cadangan pangan; 
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang cadangan pangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang cadangan pangan; 
e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

di bidang cadangan pangan; 
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f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang cadangan pangan; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang cadangan pangan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang cadangan pangan yang diserahkan oleh 
Kepala Bidang. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Pasal32 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 33 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan, serta 
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di 
bidang konsumsi dan keamanan pangan. 

Pasal 34 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi 

dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang konsumsi dan 

penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 
di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan 
pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan; 

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan 
pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, 
serta keamanan pangan; 
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h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang konsumsi dan penganekaragaman 
pangan, serta keamanan pangan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
konsumsi dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal35 

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, membawahi: 
a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan 
b. Seksi Keamanan Pangan. 

(2) Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan. 

Pasal 36 

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah 
bahan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragarnan pangan 
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 37 

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi 
Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman 

Pangan; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 

bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; 
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang konsumsi dan 

penganekaragaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang konsumsi dan 
penganekaragaman pangan; 

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang konsumsi dan penganekaragaman 
pangan; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang konsumsi dan penganekaragaman 
pangan;dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang konsumsi dan penganekaragaman 
pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 
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Pasal 38 

Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis 
di bidang keamanan pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 39 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi 
Keamanan Pangan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Pangan; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang keamanan pangan; 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keamanan pangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keamanan pangan; 
e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

keamanan pangan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang keamanan pangan; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keamanan pangan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang keamanan pangan yang diserahkan oleh 
Kepala Bidang. 

Bagian Kedelapan 
Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 40 

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 
atau kegiatan teknis penunjang Dinas. 

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Pasal 41 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kesembilan 
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 42 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

KE PEG AWAIAN 

Pasal 43 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat 
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi 
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 44 

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah 
mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan 
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan 
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan 
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 

Pasal 45 

( 1) Kepala Dinas wajib melalrnanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, 
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada 
bawahannya. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah 
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan 
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Kedua 
Laporan 

Pasal 46 

( 1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan 
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 
perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang 
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta 
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing- 
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 47 

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya 
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48 

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh 
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Gubemur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang 
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan 
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan 
pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat 
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 49 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas pada Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi Kalimantan Barat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada 
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pangan, Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya 
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 
105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 
Kalimantan Barat {Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 
Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 86) serta 
segala ketentuan yang mengatur hal yang sruna dan bertentangan dengan 
Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

ARO 
HUKUI 

PERANGAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
ASISTEN I 
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Pasal 51 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur 1111 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal w 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

UTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 
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